
SALINAN  
 

 
 

 
BUPATI PURBALINGGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI  PURBALINGGA 
 

NOMOR   104   TAHUN  2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 103 TAHUN  

2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN 
YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  

DI KABUPATEN PURBALINGGA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PURBALINGGA, 

 
Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka mengatur penghasilan tetap, 

tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala 
Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga telah 
ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103  
Tahun  2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan 
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas 
pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu 
mengubah besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa 
dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b, maka perlu mengubah Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 103  Tahun  2019 tentang Penghasilan 
Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi 
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten 
Purbalingga; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang 
Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten 
Purbalingga; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 52) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 95); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 103 TAHUN  
2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN 

PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN 
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA. 

 

 



Pasal I 
 

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penghasilan 
Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2019 Nomor 103) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 

Pasal 3 
 
(1) SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. 

(2) Besaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Desa  Rp3.740.000,00/bulan. 

b. Sekretaris Desa  Rp2.626.000,00/bulan. 

c. Perangkat Desa Lainnya Rp2.200.000,00/bulan.  

(3) Selain SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan 
SILTAP bulan ke-13 (tiga belas) sesuai kemampuan keuangan desa. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Purbalingga. 
 

Ditetapkan di Purbalingga 

pada tanggal 10 Oktober 2022 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

ttd 
 

 
DYAH HAYUNING PRATIWI 

 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 10 Oktober 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

 

ttd 

 

 

HERNI SULASTI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 104 
 
 
 
 
 
 


